KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat
Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP)

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2017 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi
pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, karena dari
Laporan Kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada unit
kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan

kinerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggungjawaban dari
unit kerja terhadap publik. Pertanggungjawaban kinerja terhadap publik untuk saat
ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja
dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan Kinerja

maupun hasil kerja dari suatu unit kerja.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih
banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan
pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa menyajikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang lebih sempurna dan kami berharap
semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi kemajuan dan
perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Makassar, 29 Januari 2018
KETUA,

JAMRES SARAAN, SH..MH.
NIP. 196408161991031003
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah salah satu bagian dari tata sistem

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberadaannya didasarkan pada Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara terbilang muda, lahir secara resmi
pada tanggal 14 Januari 1991, dibandingkan usia Negara Republik Indonesia yang sudah
mencapai 69 tahun, namun keberadaan lembaga peradilan ini menjadi suatu ciri mutlak bagi
suatu negara demokrasi yang mana eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara telah memberi

arti tersendiri bagi tetap tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman, Pasal 24 Undang-Undang Dasar
1945 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Hasil Perubahan
Ketiga). Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Amandemen Ketiga).

Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan
olen Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama.
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus suatu perkara

Tata Usaha Negara.

Dalam memberikan pelayan peradilan, pada azasnya harus transparan, akuntabilitas,
kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban sehingga terwujud
peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sedangkan

ukuran dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan mempunyai standar sebagai berikut :
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. Prosedur pelayanan peradilan harus jelas dan dibakukan sebagai pedoman dalam
memberikan pelayanan peradilan dan dapat diketahui dengan jelas oleh pencari
keadilan ;

. Penyelesaian perkara harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ;

Biaya pelayanan peradilan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku ;

. Produk/hasil yang diputuskan dan ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim harus
diberitahukan kepada pihak yang berperkara oleh petugas Pengadilan sesuai prosedur
yang berlaku ;

Dalam penyelenggaraan peradilan harus disediakan sarana dan prasarana yang
memadai bagi pencari keadilan ;

Kompetensi petugas pelayanan peradilan harus ditetapkan secara jelas yang
dituangkan dalam ketentuan yang berlaku ;

. Produk pelayanan peradilan harus dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum
baik bagi Badan Peradilan maupun bagi masyarakat pencari keadilan ;

. Pimpinan penyelenggaraan pelayanan peradilan atau pejabat yang ditunjuk harus
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan peradilan dan penyelesaian
permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan peradilan ;

Lingkungan tempat yang digunakan oleh penyelenggara peradilan harus tertib, teratur,
bersih, rapi dan sehat sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman baik kepada

pemberi maupun penerima pelayanan peradilan ;

10. Keseimbangan hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima pelayanan peradilan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan

Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi

mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
MAJ/SEK/07/SK/I111/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu institusi

negara/Pemerintah sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
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Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan
sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar membuat Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah dokumen yang berisi gambaran
perwujudan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disusun dan disampaikan

secara sistematik dan melembaga.

Agar LKjIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai
berikut :

Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;

o ~ W e

Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan.

Dari laporan ini akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan
peluang terhadap program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selama tahun 2017

serta langkah-langkah kebijaksanaan yang akan dilakukan pada tahun 2018.

Pembuatan laporan kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah
atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, hal ini dikatakan demikian karena
dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu
unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja

yang lebih baik.

Laporan kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggungjawaban dari satu
unit kerja terhadap publik. Pertanggungjawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini
memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu Kinerja dapat
membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari

suatu unit kerja.
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LKjIP dibuat dapat juga dijadikan bahan standar kemampuan dari suatu unit kerja
dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari suatu unit organisasi berdasarkan rencana
strategis dan penetapan Kkinerja dari suatu unit kerja (target yang akan dicapai dari satu unit
kerja). Sehingga dalam merencanakan program kerja yang diuraikan dalam kegiatan akan

berdasarkan kemampuan dari unit kerja yang bersangkutan.
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B. TUGAS DAN FUNGSI
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986, tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
tingkat pertama ;
2. Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melaksanakan

fungsinya sebagai berikut :

a) Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari
keadilan;

b) Memberikan pelayanan hukum berupa pertimbangan hukum (diluar kasus yang
sementara diproses) kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan;

c) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat/instansi yang membutuhkan ;

d) Melaksanakan pengawasan mengenai pelaksanaan tugas yustisial (kehakiman) dan
administrasi yustisial Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam wilayah hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

a) Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan mengenai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara
dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Makassar.
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b) Struktur Organisasi

Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik
di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara,

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi/Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pimpinan, Hakim

Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

1. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

2. Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kepaniteraan yang
dipimpin oleh seorang Panitera.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dibantu oleh
seorang Wakil Panitera dan 2 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum dan
Panitera Muda Perkara. Disamping itu, Panitera dibantu oleh beberapa orang Panitera
Pengganti dan beberapa orang Juru Sita Pengganti.

5. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Sekretariat yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris.

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu
Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan Keuangan,

dan Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

¢) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi karena
manusialah yang mampu menggerakan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya guna
dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat
menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik. Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini, sebagai lembaga
Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar didukung oleh sumber daya manusia
dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan Honorer.
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Sampai dengan 31 Desember 2017, jumlah pegawai sebanyak 43 orang dan tenaga
honorer sebanyak 11 orang yang terdiri dari 4 orang pramubakti, 5 orang satpam dan 2 orang

supir.

Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, dapat dilihat berdasarkan golongan

ruang, eselonisasi, dan jenjang pendidikan.

Berdasarkan komposisi golongan, pegawai sebanyak 43 orang terdiri dari atas

Golongan 111 sebanyak 34 orang, dan Golongan IV sebanyak 9 orang.

GOLONGAN

B GOLONGAN 1l
B GOLONGAN IV

Pegawai berdasarkan Eselonisasi ialah Pejabat Eselon Il sebanyak 3 orang yaitu
Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera. Eselon IV sebanyak 3 orang. setingkat Eselon IV

sebanyak 2 orang, Fungsional sebanyak 17 orang.
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ESELON

B ESELON 1l
M ESELON IV
m Setingkat ESELON IV

M Fungsional

Berdasarkan jenjang pendidikan, S2 sebanyak 10 orang, yang berpendidikan S1
berjumlah 24 orang, dan berpendidikan Sekolah Menengah Atas 9 orang.

Jenjang Pendidikan

mS2
msl
W SMA

C. PERMASALAHAN
Reformasi sistem pengadilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,
dibidang administrasi, Organisasi, Perencanaan dan keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagali
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kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama tidak

terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Sumber daya manusia yang tersedia saat ini sangat kurang dan jauh dari harapan yang
diinginkan.

2. Anggaran operasional perkantoran yang diterima belum maksimal dan tidak sesuai
dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan persidangan sangat kurang.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas dan Fungsi,
kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Struktur Organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab Il Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan/ ikhtisar perjanjian Kkinerja tahun yang
bersangkutan

Bab 111 Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan capaian kinerja Organisasi untuk setiap

pernyataan Kkinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran Kkinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan Kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Membandingkan relaisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaaan strategis organisasi

4. Membandingkan relaisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada)

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/
penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2017

6. Analisis program atas efisiensi pengguanaan sumber daya
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
b. Realisasi Anggaran
Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan perjanjian
Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langka di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
Kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain — lain yang dianggap perlu
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BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tahun 2015-2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajaian,
pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan ntu mencapai

efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program mahkamah agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan
nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005 — 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 — 2019,
sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan Organisasi pada tahun 2015 — 2019.
Visi:

“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang Agung'*
Misi:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern;

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan Pada Masyarakat;

3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;

4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan

Efisien;
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A. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menetapkan Reviu indikator Kinerja

Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
W4-TUN1/02/0OT/SK/1/2017 tanggal 09 Januari 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA INDIKATOR PENANGGUNG SUMBER
NO [ yTama KINERJA PENJELASAN JAWAB DATA
1. Terwujudnya a) Persentase sisa Jumlah Sisa Perkara yang Panitera Laporan
Proses perkara yang diselesaikan X 100 % Bulanan
Peradilan diselesaikan Jumlah sisa perakra yang dan
yang Pasti, Harus diselesaikan Laporan
Transparan Tahunan
dan Catatan :
Akuntabel Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya
b) Persentase Jumlah perkara yang Panitera Laporan
perkara yang diselesaikan tahun Bulanan
diselesaikan berjalan X 100 % dan
tepat waktu Jumlah Perkara Yang Laporan
ada Tahunan
Catatan :
eJumlah perkara yang diselesaikan dengan
perkara yang harus diselesaikan (sisa awal
tahun dan perkara yang masuk)
eJumlah perkara yang ada = jumlah perkara
yang diterima tahun berjalan ditambah sisa
perkara tahun sebelumnya
ePenyelesaian tepat waktu = penyelesaian
perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan
c) Persentase Tn.1-Tn Panitera Laporan
penurunan sisa Tn.l X100 % Bulanan
perkara dan
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Laporan
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Tahunan
Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum
diputus pada tahun berjalan
d)  Persentase perkara Jumlah Perkara yang Panitera Laporan
yang T!dak tidak mengajukan upaya X 100 % Bulanan
Mengajukan Upaya hukum dan
Hukum : Jumlah putusan perkara Laporan
e Banding c Tahunan
- atatan :
* Kasasi . Upaya hukum = Banding, kasasi,
e PK PK
e Secara hukum semakin sedikit yang
mengajukan upaya hukum, maka
semakin puas atas putusan
pengadilan
e) Index responden Panitera Laporan
pencari keadilan Index Kepuasan Pencari Keadilan Semesteran dan
yang puas terhadap Laporan
layanan peradilan Catatan : Tahunan
PERMENPAN Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari
2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah, sesuai PERMENPAN RB
No 12 Tahun 2014 tentang pedoman Survey
kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik
2. Peningkatan a) Persentase salinan Jumlah isi putusan yang Panitera Laporan
Efektivitas putusan yang diterima tepat waktu X100 % Bulanan
Pengelolaan diterima oleh para Jumlah putusan dan
Penyelesaian . Laporan
Perkara pihak tepat waktu Catatan : Tahunan
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Tepat waktu = Pengadilan harus menyiapkan
salinan putusan selambat — lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak perkara diputus
b) Persentase berkas Jumlah berkas Perkara Panitera Laporan
perkara yang yang diajukan Banding, Bulanan
dimohonkan Kasasi, dan PK Secara dan
Banding, Kasasi Lengkap X 100 % Laporan
dan PK yang Jumlah Berkas Perkara Tahunan
diajukan secara yang dimohon Banding,
lengkap dan tepat Kasasi, dan PK
waktu
Catatan :
Tepat waktu untuk permohonan banding 60
(enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh
lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari
sesuai dengan buku Il TUN Pedoman Teknis
Administrasi Dan Teknis Peradilan TUN
C) Persentase putusan Jumlah Putusan Perkara Panitera Laporan
yang menarik Sengketa Pemilu yang di Bulanan
perkatian upload dalam website X100 % dan
masyarakat Jumlah Perkara Tipikor Laporan
(sengketa pemilu) yang di putus Tahunan
yang dapat diakses
secara online
dalam waktu 1 hari
sejak diputu

3. Meningkatny a) Persentase Perkara Jumlah perkara prodeo Dirjen: Laporan
a Akses Prodeo yang yang diselesaikan X100 % Badilum, Badilag, Bulanan
Peradilan diselesaikan Jumlah perkara Prodeo TUN dan panitera dan
bagi Laporan
Masyarakat Catatan : Tahunan
Miskin dan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Terpinggirka Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat
n Tidak Mampu di Pengadilan

b)  Persentase Pencari Jumlah pencari keadilan Panitera Laporan
Keadilan Golongan golongan tertentu yang Bulanan
Tertentu yang mendapatkan layanan X 100 % dan
Mendapat Layanan bantuan hukum Laporan
Bantuan Hukum Jumlah perkara keadilan Tahunan
(Posbakum) golongan tertentu

Catatan :

e PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

® Golongan tertentu yakni masyarakat miskin
dan terpinggirkan (marjinal)

4. Meningkatny Persentase Putusan Jumlah Putusan Perkara Panitera Laporan
a Kepatuhan Perkara TUN yang TUN yang ditindaklanjuti X 100 % Bulanan
Terhadap Ditindaklanjuti Jumlah Putusan Perkara dan
Putusan Yang Sudah BHT Laporan
Pengadilan Tahunan

Catatan :
Jumlah putusan perkara yang BHT = putusan
perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap
dan mempunyai nilai eksekutorial (executable)
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian
keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
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Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

sebagai berikut :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terwujudnya Proses Peradilan a)  Persentase sisa perkara yang diselesaikan
yang Pasti, Transparan dan o,
Akuntabel 100 %
b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90 %
c) Persentase penurunan sisa perkara o
700 %
d) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
e Banding
® Kasasi 45 %
e PK
e)  Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan
700 %
2. Peningkatan Efektivitas a) Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat o
Pengelolaan Penyelesaian Perkara waktu 700 %
b) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 700 %
C) Persentase putusan yang menarik perkatian masyarakat (sengketa
pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak o
diputu 100 %
3. Meningkatnya Akses Peradilan a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan o
bagi Masyarakat Miskin dan 700 %
Terpinggirkan
b)  Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat 700 %
Layanan Bantuan Hukum (Posbhakum) °
4. Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti
Terhadap Putusan Pengadilan 700 %
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C. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Adapun Rencana Kinerja Tahun 2018 disusun sesuai rencana kinerja tahun 2015 —

2019. Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagai

berikut :
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya Proses Peradilan f)  Persentase sisa perkara yang diselesaikan
yang Pasti, Transparan dan o
Akuntabel 100 %
g) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90 %
h) Persentase penurunan sisa perkara
700 %
i) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
e Banding
e Kasasi 40 %
e PK
j)  Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan
700 %
2. Peningkatan Efektivitas d) Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat o
Pengelolaan Penyelesaian Perkara waktu 100 %
€) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 700 %
f)  Persentase putusan yang menarik perkatian masyarakat (sengketa
pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak o
diputu 100 7%
3. Meningkatnya Akses Peradilan C) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan o
bagi Masyarakat Miskin dan 100 7%
Terpinggirkan
d) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat 700 %
Layanan Bantuan Hukum (Posbhakum) °
4. Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti
Terhadap Putusan Pengadilan 700 %
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BAB 111

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan bersinambungan untuk menilai keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan kegiatan susuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi pengukuran
kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang terlah ditetapkan. Pengukuran
kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manejemen untuk memperbaiki Kinerja

organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar merupakan pencapaian
atas kinerja yang dilakukan tahun 2017. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi
dengan target yang telah ditetapkan dengan sehingga terlihat apakah sasaran yang telah

ditetapkan atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja
sasaran, namun demikian terdapat juga beberapa indikator kinerja sasaran yang belum
berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2017 ini. sasaran strategis yang
diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja yang belum berhasil diwujudkan
tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan beberapa analisis dan
evaluasi agar terdapat perbaikan dimasa yang akan datang. Rincian capaian kinerja masing-

masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Penetapan Kinerja dibawah ini.
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Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Terwqj udnya Proseg a) Pgrsentgse sisa perkara yang 49 46 93.87 %
Peradilan yang Pasti, diselesaikan
Transparan dan
Akuntabel b) Persentase perkara yang 152 115 75.65 %
diselesaikan tepat waktu '
c) Persentase penurunan sisa 49 37 24.48 %
perkara
d) Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :
° Banding 128 41 3203 %
® Kasasi
e PK
e) Index responden pencari keadilan 0
yang puas terhadap layanan 75 70 93.33 %
peradilan
2. Peningkatan Efektivitas | a) Persentase salinan putusan yang 0
Pengelolaan diterima oleh para pihak tepat 115 115 100 %
Penyelesaian Perkara waktu
b) Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan 128 76 59.37 %
PK yang diajukan secara lengkap
dan tepat waktu
C) Persentase putusan yang
menarik perkatian masyarakat 0
(sengketa pemilu) yang dapat 0 0 100 %
diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputu
3. Meningkatnya Akses a) Persentase Perkara Prodeo yang 0 0 100 %
Peradilan bagi diselesaikan
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan b)  Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang 52 35 67.30 %
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Persentase Putusan Perkara TUN yang
Kepatuhan Terhadap Ditindaklanjuti 0 0 100 %

Putusan Pengadilan
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B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat
keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk
mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya.
Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan

berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya
menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan
yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan
didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan
peningkatan profesionalisme kerja secara terus menerus dilakukan. Dengan adanya
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada, sarana prasarana, dan dukungan dari
semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat meningkat.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang

diuraikan dalam capaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

a. sisa perkara yang diselesaikan

Sisa
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Putus Sisa
Perkara
1. Sisa Perkara Yang Diselesaikan 2017 49 46 3
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Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
1. Sisa Perkara Yang Diselesaikan 2017 49 46 93.87 %

Ukuran realisasi indikator Kinerja persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan
adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus
diselesaikan tahun sebelumnya. Sisa perkara pada tahun sebelumnya adalah perkara yang
terdaftar pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahu berjalan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Pada tahun 2017 perkara yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata
usaha Negara Makassar Mencapai 152 Perkara. Dari jumlah perkara tersebut 37 perkara telah
selesai atau diputus dan sisanya dalam proses pemeriksaan. Meskipun proses pemeriksaan
masih berada pada tahun berjalan, akan tetapi perkara tersebut menjadi perkara sisa di tahun
2017 karena belum diputus pada tahun 2016.

perkara yang diselesaikan tepat waktu

NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Perkara Putus Sisa
Perkara Yang Diselesaikan tepat
1. 2017 152 115 37
waktu
Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Perkara Yang Diselesaikan tepat
1. 2017 152 115 75.65 %
waktu

Ukuran realisasi indikator persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan adalah
perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan yang masuk
pada tahun 2017 ditambah dengan perkara sisa pada tahun sebelumnya.
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c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Ukuran realisasi indikator persentase Penurunan Sisa Perkara adalah perbandingan
sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan yang belum diputus pada
tahun berjalan.

Penurunan Sisa Perkara

Sisa )
Sisa Perkara
Perkara )
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun tahun Sisa
tahun _
berjalan
sebelumnya
1. Penurunan Sisa Perkara 2017 49 37 86
Persentase
Tahun Sisa )
Sisa Perkara
Perkara ]
NO. INDIKATOR KINERJA tahun Capaian
tahun )
berjalan
sebelumnya
1. Penurunan Sisa Perkara 2017 49 37 24.48 %

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

Ukuran realisasi indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum
adalah perbandingan jumlah putusan perkara dengan jumlah perkara yuang tidak mengajukan
upaya hukum banding, Kasasi, dan PK
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Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK
] Tidak
Jumlah | Mengajukan )
Mengajukan
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun perkara Upaya U
paya
putus Hukum
Hukum
Perkara yang tidak mengajukan
1. | Upaya Hukum Banding, Kasasi, 2017 128 87 41
dan PK
Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Perkara yang tidak mengajukan
1. | Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan 2017 128 41 32.03 %
PK

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Ukuran realisasi indikator persentase Indeks responden pencari keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan adalah perbandingan jumlah responden yang puas dengan pelayan

peradilan dengan responden yang tidak puas dengan layanan peradilan sesuai PERMENPAN
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal
Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai

PERMENPAN RB No 12 Tahun 2014 tentang pedoman Survey kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

24 Februari

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2004 tentang Pedoman Umum

Tidak
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun | Responden Puas 5
uas
Indeks responden pencari keadilan
1. |yang puas terhadap layanan 2017 75 70 5
peradilan
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Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Indeks responden pencari keadilan
1. |yang puas terhadap layanan 2017 75 70 93.33%
peradilan

Sasaran 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tahun Perkara | Diserahkan
NO. INDIKATOR KINERJA Sisa
Putus tepat waktu
Persentase salinan putusan yang
1. | diterima oleh para pihak tepat waktu 2017 115 115 0
Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Persentase salinan putusan yang
1. | diterima oleh para pihak tepat waktu 2017 115 115 100 %

b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan

secara lengkap dan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan banding

disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan yang lengkap

(terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.
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Daftar berkas perkara pengajuan banding, kasasi, dan PK

Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan

secara lengkap dan tepat waktu

Berkas Perkara
Berkas Perkara | Yang Disampaikan
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun o
Yang Diajukan | Lengkap dan tepat
waktu
Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, Kasasi, dan
1. o 2017 128 76
PK yang diajukan secara lengkap
dan tepat waktu
Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, Kasasi, dan
1. o 2017 128 76 59.37 %
PK yang diajukan secara lengkap
dan tepat waktu

Pencapaian tersebut diperoleh karena berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan

Tata Usaha Negara Makassar telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas

perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Hal Ini

menunjukan Bahwa tertib administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar efektif

dan sangat baik.

Sasaran strategis peningkatan aksepbilitas putusan Hakim dimaksudkan untuk

menggambarkan upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Memberikan

pelayanan Hukum kepada masyarakat terhadap putusan hakim.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding, kasasi, dan PK adalah perbandingan antar jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK dengan jumlah perkara yang sudah putus.
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c. Persentase Putusan yang menarik perhatian Masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Persentase Putusan yang menarik perhatian Masyarakat (sengketa Pemilu) yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Persentase Putusan yang menarik perhatian Masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Putus Publish

Persentase Putusan yang menarik

perhatian Masyarakat (sengketa

1. | Pemilu) yang dapat diakses secara 2017 0 0
online dalam waktu 1 hari sejak
diputus
Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian

Persentase Putusan yang menarik
perhatian Masyarakat (sengketa
1. | Pemilu) yang dapat diakses secara 2017 0 0 100 %

online dalam waktu 1 hari sejak

diputus

Ukuran realisasi persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
adalah perbandingan jumlah perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat diwebsite

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan perkara yang sudah diminutasi.

Sasaran 3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Sasaran strategis peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to
Justice) dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efesiensi upaya Pengadilan Tata

Usaha Negara Makasssar dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari
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keadilan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparansi,

dengan mengukur perkara prodeo yang diselesaikan serta perkara yang dipublikasikan.

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Perkara Putus Sisa

Persentase Perkara Prodeo yang

1. ) ) 2017 0 0 0
diselesaikan

Persentase

NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang

1. ) ) 2017 0 0 0%
diselesaikan

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkar prodeo yang diselesaikan adalah
perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk. Fasilitas
prodeo merupakan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini
disebabkan persyaratan berperkara berprodeo hanya diperuntukan bagi masyarakat kurang
mampu, sementarg para pihak yang berperkara di pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

pada umumnya bergolongan ekonomi menengah.

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari | Yang Mendapatkan

NO. INDIKATOR KINERJA Tahun )
Keadilan Layanan
Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
1. 2017 52 35

mendapatkan  Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) | 2017
Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
1. 2017 52 35 67.30 %
mendapatkan  Layanan  Bantuan
Hukum (Posbakum)
Sasaran 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti.
Berkekuatan
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Hukum Ditindaklanjuti | Sisa
Tetap
Persentase Putusan Perkara TUN
1. o o 2017 0 0 0
yang ditindaklanjuti.
Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN
1. o o 2017 0 0 100 %
yang ditindaklanjuti.

2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Sasaran 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel
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a. sisa perkara yang diselesaikan

Sisa
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Putus Sisa
Perkara
2017 49 46 3
1. Sisa Perkara Yang Diselesaikan 2016 25 25 0
2015 44 41 3
Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
2017 49 46 93.87 %
1. Sisa Perkara Yang Diselesaikan 2016 25 25 100 %
2015 44 41 93.18 %
b. perkara yang diselesaikan tepat waktu
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Perkara Putus Sisa
) ) 2017 152 115 37
Perkara Yang Diselesaikan tepat
1. 2016 141 92 49
waktu
2015 124 99 25
Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
) ) 2017 152 115 75.65 %
Perkara Yang Diselesaikan tepat
1. 2016 141 92 65.24 %
waktu
2015 124 99 79.83 %
c. Penurunan Sisa Perkara
Sisa )
Sisa Perkara
Perkara )
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun tahun Sisa
tahun )
berjalan
sebelumnya
2017 49 37 86
1. Penurunan Sisa Perkara 2016 25 49 74
2015 44 25 69
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Persentase
Sisa
Sisa Perkara
Perkara ]
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun ah tahun Capaian
ahun
berjalan
sebelumnya
2017 49 37 24.48 %
1. Penurunan Sisa Perkara 2016 25 49 (96.00 %)
2015 44 25 43.18 %
d. Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK
. Tidak
Jumlah | Mengajukan )
Mengajukan
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun perkara Upaya U
paya
putus Hukum
Hukum
Perkara yang tidak mengajukan 2017 128 87 41
1. | Upaya Hukum Banding, Kasasi, 2016 125 92 33
dan PK 2015 131 69 62
Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Perkara yang tidak mengajukan 2017 128 41 32.03 %
1. | Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan 2016 125 33 26.40 %
PK 2015 131 62 47.32 %
e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Tidak
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun | Responden Puas 5
uas
Indeks responden pencari keadilan 2017 75 70 5
1. |yang puas terhadap layanan 2016 59 48 11
peradilan 2015 54 40 16
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Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Indeks responden pencari keadilan 2017 75 70 93.33%
1. |yang puas terhadap layanan 2016 59 48 81.35%
peradilan 2015 54 40 88.88 %

Sasaran 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Perkara | Diserahikan Sisa
Putus tepat waktu
Persentase salinan putusan yang 2017 115 115 0
1. | diterima oleh para pihak tepat waktu 2016 92 92 0
2015 99 99 0
Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Persentase salinan putusan yang 2017 115 115 100 %
1. | diterima oleh para pihak tepat waktu 2016 92 92 100 %
2015 99 99 100 %

secara lengkap dan tepat waktu

b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan

Berkas Perkara
Berkas Perkara | Yang Disampaikan
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun o
Yang Diajukan | Lengkap dan tepat
waktu
Persentase berkas perkara yang 2017 128 76
. dimohonkan banding, Kasasi, dan 2016 125 82
" | PK yang diajukan secara lengka
yans ol o 2015 131 89
dan tepat waktu
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Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Persentase berkas perkara yang 2017 128 76 59.37 %
. dimohonkan banding, Kasasi, dan 2016 125 82 65.60 %
C | PK yang diajukan secara lengkap

2015 131 89 67.93 %

dan tepat waktu

Persentase Putusan yang menarik perhatian Masyarakat (sengketa Pemilu) yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Putus Publish
Persentase Putusan yang menarik 2017 0 0
perhatian Masyarakat (sengketa 2016 2 2

1. | Pemilu) yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari sejak 2015 2 2
diputus

Persentase

NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Persentase Putusan yang menarik 2017 0 0 100 %
perhatian Masyarakat (sengketa 2016 2 2 100 %

1. | Pemilu) yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari sejak 2015 2 2 100 %
diputus

Sasaran 3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Perkara Putus Sisa
2017 0 0 0
Persentase Perkara Prodeo yang
1. 2016 0 0 0
diselesaikan
2015 0 0 0
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Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
2017 0 0 100 %
Persentase Perkara Prodeo yang
1. ] ) 2016 0 0 100 %
diselesaikan
2015 0 0 100 %

Hukum (Posbakum)

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan

Jumlah Pencari | Yang Mendapatkan
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun )
Keadilan Layanan
Persentase Pencari Keadilan 2017 52 35
. Golongan Tertentu yang 2016 45 29
" | mendapatkan  Layanan Bantuan
2015 15 11
Hukum (Posbakum)
Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
Persentase Pencari Keadilan 2017 52 35 67.30 %
. Golongan Tertentu yang 2016 45 29 64.44 %
" | mendapatkan Layanan Bantuan
2015 15 11 73.33%
Hukum (Posbakum)

Sasaran 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti.

Berkekuatan
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Hukum Ditindaklanjuti Sisa
Tetap
2017 0 0 0
Persentase Putusan Perkara TUN
1. . o 2016 0 0 0
yang ditindaklanjuti.
2015 0 0 0
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Persentase
NO. INDIKATOR KINERJA Tahun Target Realisasi Capaian
2017 100 %
Persentase Putusan Perkara TUN
1. o o 2016 100 %
yang ditindaklanjuti.
2015 100 %

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi;

TARGET
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA RENSTRA CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses . o 93.87 %
Peradilan yang Pasti, a) Persentase sisa perkara yang 700 % .
Transparan dan diselesaikan
Akuntabel
b) Persentase perkara yang 90 % 75.65%
diselesaikan tepat waktu
c) Persentase penurunan sisa 700 % 24.48 %
perkara
d) Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum : 0
e Banding 45 % 32.03%
e Kasasi
e PK
e) Index responden pencari keadilan 700 % 93.33 %
yang puas terhadap layanan °
peradilan
2. Peningkatan Efektivitas .
Penge?olaan a) Persentase salinan putusan yang 700 % 100 %
Penvelesaian Perkara diterima oleh para pihak tepat
4 waktu
b) Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan 700 % 59.37 %
PK yang diajukan secara lengkap
dan tepat waktu
C) Persentase putusan yang
menarik perkatian masyarakat 700 % 100 %
(sengketa pemilu) yang dapat °
diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputu
3. Meningkatnya Akses 0,
peradi?an bggi a) Persentase Perkara Prodeo yang 7100 % 100 %
Masyarakat Miskin dan diselesaikan
Terpinggirkan - -
b) Persentase Pencari Keadilan 67.30 %
Golongan Tertentu yang 700 % ) 0
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya 100 %
Kepatuhan Terhadap Persentase Putusan Perkara TUN yang 7100 % 0
Putusan Pengadilan Ditindaklanjuti
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4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat

sebagai berikut :
a) Keberhasilan
Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.
2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai.
b) Hambatan/Masalah

Beberapa hambatan/ masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang belum stabil sehingga dana yang
dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan
sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

2. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang kurang dikarenakan adanya perubahan
dan penambahan kegiatan.

¢) Pemecahan Masalah
Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :

1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan
sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

2. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan
yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat

berimbang dan maksimal penggunaannya.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi yang harus
mendapat perhatian utama, karena termasuk bagian dari penentu keberhasilan organisasi.
Oleh karena itu melalui program Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang

merupakan salah satu program Quick Wins Mahkamah Agung, diharapkan dapat
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meningkatkan kualitas dan kemampuan dan profesionalisme aparatur hukum sehingga
bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan hukum
kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Tata

Usaha Negara Makassar pada tahun 2017 sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Kondisi pegawai di bidang teknis yudisial pada akhir tahun 2017 seluruhnya

berjumlah sebanyak sebanyak 43 orang yang terdiri dari Ketua, 12 ( dua belas ) orang
hakim. Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Wakil Panitera sebanyak 1 (satu) orang,
Panitera Muda sebanyak 2 (dua) orang, Panitera Pengganti sebanyak 11 (Sebelas) orang,
Juru Sita Pengganti sebanyak 6 (enam) orang.

Berikut daftar Pegawai dibidang tekhnis yusdisial ditinjau dari pangkat/

golongan, tingkat pendidikan, umur dan jenis kelamin :

- Hakim
NO NAMA/ NIP GOLRUANG | PENDIDIKAN | *K
L | H MUSTAMAR, SH,MH. | Penbinaamamadya | o oo |
19650101 198503 1 000 (Iv/d)
JOKO SETIONO, SH.MH Pembina Strata 2
2| 19681215 199603 1 003 (IV/a) (S2) ;
SUGIYANTO, SH,MH. Pembina Strata 2
3| 19700906 199103 1 005 (IV/a) (S2) :
BUDI HARTONO, SH Penata TK. | Strata 1
4| 1969030 199503 1 002. (111/d) (S1) :
BAMBANG SOEBIYANTORO, SH. MH. Penata TK. | Stl’ata 2
5. | 19771102 200112 1 002 (11/d) (5.2) L
ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH Penata Strata 1
6. | 19770310 200312 1 001 (11/c) (S.1) -
SRI LISTIANI, SH Penata Strata 1
7| 19750711 200502 2 002 (i) sy |
CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH. Penata Strata 1
8 | 10741015 200502 1 002 (ifc) (S1) :
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PANCA YUNIOR UTOMO, SH.MH Penata Strata 2
9 | 19730606 200502 1 001 (11l/c) (S.2) -
o MUHAMMAD IQBAL M., SH Penata Strata 1 .
" | 19770428 200604 1 002 (111/c) (S.1)
DIKDIK SOMANTRI, SH. S.IP Penata Strata 1 .
11119730227 200604 1 001 (l/c) (S.1)
M.NOOR HALIM PERDANA, SH.MH Penata Strata 2
12. 1 19830410 200704 1 001 (11/c) (S.2) L
- Panitera dan Panitera Pengganti
PANGKAT/
NO NAMA/NIP GOL. PETI\'INDIG[';ﬁ;N JK
RUANG
YUSUF TAMIN, SH. Pembina Tingkat | Strata 1 .
1
NIP. 195811151987031005 IV/b (S.1)
ANDI MAPPANYUKKI, SH. Pembina
2 Strata 1 L
NIP. 196112311986031032 IV/a (S.1)
Hj. SITTI RAHMATIAH, SH.,MH. Pembina Strata 2
3 L
NIP. 196911251992032002 IV/a (S:2)
ANDI HASANUDDIN, SH.,MH. Pembina Strata 2
4 L
NIP. 196608311989031001 IV/a (S.2)
MAKKULAWANG, SH Penata Tingkat | Strata 1
5 L
NIP. 196412311991031068 1/d (S.1)
Drs.H.M.HARIPAI,SH. Penata Tingkat | Strata 1
6 L
NIP. 196111101993031004 i/d (S.1)
ABDUL RAIS, SH.,MH. Pembina Strata 2 )
7
NIP. 196304231998031001 IV/a (S:2)
HAMKA MAWI, SH. Penata Tingkat | Strata 1 .
8
NIP. 195803201987031002 s (S.1)
H.USMAN DAENG MATTOLA, SH. Penata Tingkat | Strata 1
9 L
NIP. 196305101991031003 11/d (S.1)
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BUDI HENDRA WIDAGDO, SH :
10 Penata Tingkat | Strata 1 .
NIP. 196809041996031002 s (S.1)
ABDUL KADIR, S.Ag., SH. -
" Y Penata Tingkat | Strata 1 .
NIP. 197012311991031013 1/d (S.1)
JASMAN, SH -
1o Penata Tingkat | Strata 1 .
NIP. 197212311994031008 1/d (S.1)
BURHAN, SH. -
12 Penata Tingkat | Strata 1 .
NIP. 196912311993031024 1/d (S.1)
ASGEM JAYA., SH.
1 Penata Strata 1 L
NIP. 197012301996031001 /¢ (S.1)
ABIDIN SANDIRI, SH. Denata Muda Strata 1
15 . L
NIP. 196910021992031002 Tingkat 1 11/b (S.1)
- Juru Sita Pengganti
PANGKAT/GOL. TINGKAT
NO NAMA/NIP RUANG PENDIDIKAN | oK
MUH ARFA Penata Muda
1 SMA L
NIP. 196310051991031007 Tingkat I 111/b
AMIR Penata Muda
2 SMA L
NIP. 196411111993031003 l/a
BASRI Penata Muda
3 SMA L
NIP. 196701291993031002 1/a
ABDUL RASYID Penata Muda
4 SMA L
NIP. 196903151993031001 l/a
MUH. FAIRUZ FIRMANULLAH Penata Muda
5 SMA L
NIP. 196906161992031001 l/a
ABDUL RAZAK Penata Muda
6 SMA L
NIP. 196907151991031003 Tingkat I 111/b
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- Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial

Kondisi pegawai di bidang teknis non vyudisial pada akhir tahun 2017 di

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar seluruhnya berjumlah 20 (duapuluh) orang

yang terdiri dari Sekretaris, 3 (tiga) orang Ka. Sub Bagian, 4 (empat) orang Staf

Kesekretariatan dan 1 (satu) orang Staf Kepaniteraan serta 11 (sebelas) orang Tenaga

Honorer.

Berikut daftar Pegawai dibidang tekhnis non yusdisial ditinjau dari pangkat/

golongan, tingkat pendidikan, umur dan jenis kelamin :

Sekretaris dan Ka.Sub. Bag & Staf

PANGKAT/GOL. TINGKAT
NG NAMANIP RUANG PENDIDIKAN | ¥K
SRI MULIATI, S.Sos,.MH. -
J J Pembina
1 Strata 2 P
NIP. 197108261991032002 IV/a (S.2)
NURHASMAWATI HASIKIN, SE. :
' Penata Tingkat |
2 Strata 1 P
NIP. 196907011992032001 1/d (S.1)
ARIYANTO Penata Tingkat |
3 SMA L
NIP. 196907111991031003 11/d
ANDI ADZAN MIRZAN, S. KOM
' Penata
4 Strata 1 L
NIP. 198503092009041001 /c (8.1)
SALMIAH Penata Muda
5 SMA P
NIP. 196804291992032002 Tingkat 1 111/b
LISA LUSIANA FARIDA, SH Penata Muda
6 Strata 1 P
NIP. 198310102011012015 Tingkat I 111/b (S.1)
NURFAIDAH BANGSAWAN. SE.
' Penata Muda
7 Strata 1 P
NIP. 198703092011012018 Tingkat | 11/ (S.1)
FRISKA IRIANSYAH, SH.
J Penata Muda
3 . Strata 1 P
NIP. 198710172006042001 Tingkat I 111/b (S.1)
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PAHARUDDIN Penata Muda
9 SMA L
NIP. 196904171991031002 I/a
DWI PUTRI HANDAYANI, SH
10 Penata Muda Strata 1 o
NIP. 198312202002122002 I/a (S.1)
- Tenaga Honorer
PANGKAT/GOL. TINGKAT
NG NAMA/NIP RUANG PENDIDIKAN JK
1 Kaliktus Ganggas Honorer SMA L
Andi Fitra, SH Strata 1
2 Honorer (1) L
Strata 1
Farma, SH
3 Honorer (S.1) P
4 | Muhammad Nasrullah, SE Honorer St(rsatla) 1 L
5 Abdul Gafur Honorer SMA L
6 Muh. Ichsan Azis, SH Honorer Strata 1 L
(S.1)
Strata 1
7| Darmawati, Spd Honorer (S.1) P
g8 | Kamsunardi Sudiyanto,SH Honorer St(rsatla) 1 L
9 Oktavianus Lasa Honorer SMA L
10 | Adi Hidayat, SE Honorer Strata 1 L
(S.1)
11 | Andy Adrhyan Taufik, S.Kom Honorer St(rsatla) 1 L

- Kebutuhan Sumber Daya manusia

Melihat pada paparan profil sumber daya manusia pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar yang jumlah pegawainya hanya 43 pegawai maka menurut analisa

kami masih kekurangan jumlah pegawai. Apalagi jumlah perkara setiap tahun

meningkat dan sampai akhir tahun 2017 sudah mencapai 103 perkara.
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Menurut pola formasi pengadilan Tingkat Pertama yang terdapat dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : 143/KMA/SK/VI111/2007 tentang
memberlakukan Buku | maka Pengadilan Tingkat Pertama Klas I.A terdiri dari
maksimum 8 Majelis Hakim atau maksimum 24 orang hakim termasuk wakil ketua.
Sedangkan pada Pengadillan Tata Usaha Negara Makassar sampai tahun 2017 hanya
mempunyai 12 Hakim termasuk Ketua, sehingga masih terdapat kekurangan hakim
sebanyak 12 orang. Sedangkan untuk Panitera Pengganti idealnya menurut KMA
tersebut diatas bahwa setiap majelis hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera
Pengganti. Sementara Panitera Pengganti yang ada saat ini hanya 15 orang termasuk
Panitera, Wakil Panitera dan 2 orang Panitera Muda . Sehingga apabila dalam satu
majelis 4 orang Panitera Pengganti dan maksimum 8 majelis hakim maka jumlah
panitera pengganti yang harus ada pada Pengadilan Tingkat Pertama maksimal 32
Panitera Pengganti. Apabila yang tersedia saat ini hanya 15 orang maka pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih terdapat kekurangan Panitera Pengganti
sejumlah 17 panitera pengganti. Sedangkan untuk pelaksana / staf hanya ada satu orang
staf. Untuk jabatan Fungsional Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar sudah terpenuhi sejumlah 6 orang. Sementara untuk Pelaksana dibutuhkan
12 orang staf yang terdiri dari : 1 orang kasir, 1 orang bagian pendaftaran, 1 orang
bagian register, 1 orang bagian meja informasi, 4 orang staf sub. bagian umum, dan
keuangan, 2 orang sub.bagian kepegawaian. dan 2 staf sub. bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi, dan Pelaporan. Sementara untuk saat ini pelaksana pada bagian
tersebut diatas masih dilakukan rangkap tugas oleh panitera pengganti dan jurusita
pengganti, sehingga belanja tugas panitera pengganti dan jurusita pengganti sangat
berat karena selain melaksanakan tugas pokok sesuai jabatannya, masih diberikan tugas

tambahan dalam pelayanan.
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Oleh karena itu mohon pertimbangan dari pimpinan Tingkat Banding , Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dan pimpinan Mahkamah Agung RI untuk
dapat merealisasikan kebutuhan jumlah pegawai di Pengadilan Tingkat Pertama
khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Sehingga tidak terjadi
rangkap tugas, dan pelaksanaan tugas pokok serta pelayanan masyarakat pencari

keadilan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran peningkatan efektifitas kualiatas sumber daya manusia (SDM)
dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengdailan Tata Usaha Negara Makassar
untuk meningkatkan kapabilitas dan manajemen sumber daya manusia dalam

memberikan pelayanan dalam menyelenggarakan peradilan.

a. Persentase yang mengikuti diklat teknis yudisial

No. | Uraian Jumlah Lulus diklat
1 Pegawai Yang Ikut Diklat Teknis
L 6 6
Yudisial

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

No. | Indikator Target Realisasi Capaian
1 Pegawai yang lulus diklat 100 % 100 % 100 %

Berikut daftar jumlah peserta dan jenis diklat yang diikuti oleh pegawai teknis

yudisial di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

No. | Nama Diklat Jumlah | Lulus Keterangan
1 Diklat Bimbingan Teknis Peradilan 3 3
2 Diklat Hakim Bimbingan Teknis - -
3 Diklat Bimbingan Teknis Yudisial - -
4 Diklat Ketatalaksanaan Perkara 2 2
5 Diklat Teknis Kepaniteraan 1 1
6 Diklat Teknis Fungsional Panitera - -
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b. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknik Non Yudisial

yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non
teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat non teknis

yudisial.

Pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial

Ukuran indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non teknis

No. Uraian Jumlah Lulus diklat
1 Pegawai Yang Ikut Diklat Non ) )
Teknis Yudisial
Persentase pegawai yang lulus diklat teknik yudisial
No. | Indikator Target Realisasi | Capaian
1 Pegawai yang lulus diklat 100 % 100 % 100 %

Berikut daftar jumlah peserta dan jenis diklat yang diikuti oleh pegawai non

teknis yudisial di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

e
o

Nama Diklat

Jumlah

Lulus

Keterangan

Diklat PIM 111

1

Diklat PIIM IV

Diklat Sekretaris

Diklat Bendahara

Diklat Prajabatan CPNS K1 Gol Il

Diklat Kuasa Pengguna Anggaran

Diklat TOT SIPP

Diklat TI Pengelola Website

O O N o O & W N B+~

Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang
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C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Unit
Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA/01) Mahkamah Agung RI dengan Nomor: SP
DIPA-005.01.2.526771/2017 tanggal 7 Desember 2016 untuk Tahun Anggaran 2017
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan kode satker : 526771 menerima total pagu
anggaran belanja semula sejumlah Rp. 8.546.511.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Empat
Puluh Enam Juta Lima Ratus Sebelas Ribu rupiah) namun terdapat beberapa kali revisi dan
Anggaran Biaya Tambahan (ABT) hingga pada akhir tahun anggaran 2017, sehingga total
pagu anggaran belanja setelah Revisi DIPA Ke-03 berubah menjadi sebesar
Rp.8.666.511.000,- (delapan milyar Enam ratus Enam Puluh Enam juta Lima ratus sebelas
ribu rupiah).

a) Belanja Pegawai
Adapun mengenai Pengelolaan Anggaran DIPA Tahun 2017 di bagi menjadi 4

belanja dalam setahun yaitu sebagai berikut :

JUMLAH S/D
No JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA BULAN % SISA DANA %
DESEMBER 2016
1 3 4 5 6 7 8
1. | Belanja Gaji Pokok PNS Rp 2.133.972.000 | Rp 2.133.971.200 100 Rp 800 0.00
2. E;';”‘a Pembulatan Gaji Rp 29.000 | Rp 26655 | 91,91 | Rp 2345 | 809
3. E;';”‘a Tunj. Suamifistri o 178.950.000 | Rp 171122800 | 9563 | Rp 7.827.200 | 437
4. Belanja Tunj. Anak PNS Rp 62.363.000 Rp 61.437.726 98.82 Rp 925.274 1.48
5 Belanja Tunjangan R 80,600,000.00 R 64,220,000.00 79.68 R 16,380,000.00 20.32
Stuktural PNS p P P
Belanja Tunjangan 3,306,837,000.00 2,456,890,000.00 74.30 849,947,000.00 25.70
6 . Rp Rp Rp
Fungsional PNS
Belanaja Tunjangan PPH 630,745,000.00 311,198,345.00 49.34 319,546,655.00 | 50.66
7 Rp Rp Rp
PNS
Belanja Tunjangan Beras 143,257,000.00 128,038,560.00 89.38 15,218,440.00 10.62
8 Rp Rp Rp
PNS
364,320,000.00 336,220,000.00 92.29 28,100,000.00 7.71
9 Belanja Uang Makan PNS Rp Rp Rp
j j 14,405,000.00 14,405,000.00 100.00 0.00 0.00
10 Belanja Tunjangan Umum Rp 1405, Rp 400, Rp
PNS
Belanja Tunjangan 312,530,000.00 198,450,000.00 63.50 114,080,000.00 | 36.50
11 . Rp Rp Rp
Kemahalan Hakim
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b) Belanja Barang
JENIS JUMLAH S/D BULAN
No PAGU DIPA % SISA DANA %
BELANJA/MAK INI 0 0
1 3 4 5 6 7 8
KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
Belanja Keperluan 227,280,000.00 227,279,900.00 100.00 100.00 0.00
1 Perkantoran Rp e Rp e ' Rp ' '
Belanja barang 62,226,000.00 62,225,692.00 100.00 308.00 0.00
2 persediaan Rp Rp Rp
LANGGANAN DAYA DAN JASA
Belanja Keperluan 17,900,000.00 13,613,309.00 76.05 4,286,691.00 23.95
3 Perkantoran Rp Rp Rp
Belanja Pengiriman Surat
4 | Dinencs poaat - 8,400,000.00 Ro 8,400,000.00 100.00 - 0.00 0.00
Belanja Langganan Listrik 168,480,000.00 130,898,773.00 77.69 37,581,227.00 2231
5 Rp Rp Rp
Belanja Langganan 7,200,000.00 3,115,971.00 4328 4,084,029.00 56.72
6 Telepon Rp Rp Rp
Belanja L A 4 . 273,590, 97 126,410 T
. elanja Langganan Ar - 8,400,000.00 Ro 3,273,500.00 389 Rp | 512641000 61.03
PEMELIHARAAN KANTOR
Belanja Pemelinaraan 335,137,000.00 335,137,000.00 100.00 0.00 0.00
8 Gedung dan Bangunan Rp e Rp e ' Rp ' '
Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 35,840,000.00 35,840,000.00 100.00 0.00 0.00
9 ) Rp Rp Rp
Lainnya
Belanja Pemelinaraan 156,183,000.00 156,181,915.00 100.00 1,085.00 0.00
10 | Peralatan dan Mesin Rp A Rp e ' Rp T '
Belanja Pemeliharaan 5,600,000.00 5,599,728.00 100.00 272.00 0.00
Jaringan Rp Rp Rp
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
Belanja Penambah Daya
11 | Taron bt Ro 11,808,000.00 Ro 11,807,273.00 99.99 Ro 727.00 0.01
Belanja Honor 57,960,000.00 57,960,000.00 100.00 0.00 0.00
12 | Operasional Satuan Kerja Rp e Rp R ' Rp ’ ’
Belanja Barang 17,750,000.00 17,750,000.00 100.00 0.00 0.00
13 | Operasional Lainnya Rp R Rp R ' Rp ' ’
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Dukungan Manajemen Pengadilan

1 PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

Beban Bahan 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 0.00 0.00
2 Rp Rp Rp

Beban Jasa Lainnya 1,000,000.00 500,000.00 50.00 500,000.00 50.00
3 Rp Rp Rp

KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISASI

Beban Perjalanan Biasa 88,360,000.00 88,349,683.00 99.99 10,317.00 0.01
4 Rp Rp Rp

Beban Perjalanan Dinas

Paket Meeting Dalam 15,600,000.00 15,600,000.00 100.00 0.00 0.00
5 Kota Rp Rp Rp

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN/PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI

Beban Bahan 5,479,000.00 5,479,000.00 100.00 0.00 0.00
6 Rp Rp Rp

PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI

Beban Bahan 26,400,000.00 26,399,627.00 100.00 373.00 0.00
7 Rp Rp Rp

¢) Belanja Modal

JENIS JUMLAH S/D BULAN
9 0
No | BELANIAMAK PAGU DIPA INI % SISA DANA %

1 3 4 5 6 7 8

BELANJA MODAL

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Rp 179,500,000.00 Rp 179,500,000.00 100.00 Rp 0.00 0.00

Agung

Alat Pengolah Data dan
Komunikasi Pendukung 37,500,000.00 37,500,000.00 100.00 0.00 0.00

. Rp Rp Rp
Kesekretariatan

Pengadaan Peralatan dan
9 Fasilitas Perkantoran Rp 75,000,000.00 Rp 75,000,000.00 100.00 Rp 0.00 0.00

Alat Pengolah Data dan

Komunikasi Pendukung 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 0.00 0.00
sipp Rp Rp Rp

Alat Komunikasi dan
Pengolah Data untuk R 63,000,000.00 R 63,000,000.00 100.00 R 0.00 0.00
Sarana Eskum dan ATR P p p

Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILMILTUN kantor Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar (526772) tahun 2017 sebesar Rp. 43.400.000,- (empat puluh tiga juta

empat ratus ribu rupiah).
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JENIS JUMLAH S/D BULAN
0 0,
No BELANJA/MAK PAGU DIPA INI % SISA DANA %
1 3 4 5 6 7 8
BELANJA BARANG
Belanja Barang Non
1. . . Rp 20.000.000 | Rp 19.473.780 97.37 | Rp 526.220 2.63
Operasional Lainnya
BELANJA BARANG
o | BelanjaBarangNon | 1.200.000 | Rp o| o000/ Rp 1.200.000 | 100
Operasional Lainnya
BELANJA BARANG
Belanja Barang
3 Persediaan Barang Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 100 | Rp 0 0.00
Konsumsi
BELANJA JASA
4 Belanja Jasa Profesi Rp 19.200.000 | Rp 19.200.000 100 | Rp 0 0.00
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas bidang Administrasi Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun
masih ada yang perlu diperbaiki/ disempurnakan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan,
dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang
dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai implementasi

dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelaksanaan tugas Administrasi Kesekretariatan meliputi sub bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan Keuangan, dan sub bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari berpedoman pada uraian tugas kerja dan program

kerja (job description) yang direncanakan dan disusun setiap tahunnya.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar Tahun 2017 telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian
hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan

pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

B. SARAN-SARAN
1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar.

2. Meningkatkan alokasi dana anggaran/DIPA untuk tahun anggaran yang akan datang.
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3. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh

aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berkesinambungan guna
meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi,
diantaranya diklat bagi pengelola website pengadilan, diklat keterbukaan informasi
publik bagi petugas dan penanggungjawab informasi publik, sosialisasi-sosialisasi
kebijakan pelayanan publik bagi pimpinan dan unsur pembantu pimpinan pengadilan
serta diklat-diklat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dari aspek sarana dan
prasarana dibutuhkan gedung kantor, rumah dinas, meubelair, kendaraan roda 4,
kendaraan roda 2, alat pengolah data, jaringan internet yang memadai dalam rangka
pelayanan one day service kepada masyarakat pencari keadilan dan menunjang
pelaksanaan program aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta
keterbukaan informasi yang ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar.



